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 Hasil kajian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency 
(JICA) pada tahun 2004 dalam studi berkaitan dengan Trade and Related System 
and Procedure di Indonesia, disebutkan bahwa pelaku bisnis yang terlibat dengan 
perdagangan internasional membutuhkan administrasi kepabeanan yang 
memberikan ”pelayanan prima” (excellent service with swift, transparent,  and 
immediate response) dan pelayanan cepat dan murah (faster, cheaper, and better). 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu lembaga pemerintah 
yang berkaitan langsung dengan dengan perdagangan internasional dituntut untuk 
dapat senantiasa memperbaharui diri (self-reinventing) sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi 
publik. 
 
 Selanjutnya dalam mengadopsi standar-standar internasional dalam hal 
penyederhanaan prosedur kepabeanan yang terkait dengan reformasi dan 
modernisasi kepabeanan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
rekayasa ulang (reengineering). Konsep yang berasal dari Hammer dan Champy 
ini secara sederhana diterjemahkan sebagai suatu pemikiran ulang secara 
fundamental dan perancangan ulang secara radikal proses-proses bisnis untuk 
mendapatkan perbaikan dramatis dalam ukuran-ukuran kinerja yang penting dan 
kontemporer. Pendekatan yang digunakan dalam konsep rekayasa ulang adalah 
pendekatan proses yaitu pendekatan yang fokus pada usaha-usaha untuk 
optimalisasi serta membuang kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai nilai 
tambah. Atas dasar hal tersebut maka pendekatan rekayasa ulang dapat digunakan 
untuk melakukan penyederhanaan kebijakan prosedur pelayanan kepabeanan yang 
dilakukan suatu negara dalam upaya reformasi dan modernisasi kepabeanan. 
 
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
Soekarno Hatta yang mempunyai wilayah kerja meliputi bandar udara Soekarno 
Hatta juga tidak luput untuk melakukan upaya-upaya memberikan fasilitasi 
perdagangan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh DJBC. Dalam praktek 
dilapangan tentu saja masih dijumpai kesulitan-kesulitan yang menyangkut 
penerapan sistem dan prosedur pelayanan kepabeanan khususnya di bidang impor. 
Adanya prosedur pelayanan yang masih dinilai tidak efisien dan menyebabkan 
ketidaknyamanan bagi pengguna jasa tentu saja harus dievaluasi dan dikaji ulang 
untuk memperlancar proses importasi. Berdasarkan pemikiran ini, maka dalam 
penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi 
prosedur pelayanan kepabeanan impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. 
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 Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan mengenai penerapan prosedur 
kepabeanan di bidang impor pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta 
diketahui bahwa proses pelayanan impor yang dimplementasikan telah memiliki 
beberapa karakteristik proses yang telah direkayasa ulang yaitu adanya beberapa 
proses yang telah digabungkan menjadi satu, tahapan-tahapan pelayanan impor 
telah dilakukan pada tempat yang paling berarti, pengambilan keputusan sudah 
dilakukan pada masing-masing tahapan impor, proses pelayanan impor 
mempunyai banyak versi, pemeriksaan dan kontrol telah ditekan seminimal 
mungkin untuk mempercepat pelayanan, kegiatan rekonsiliasi telah dilakukan 
secara otomatis oleh sistem aplikasi pelayanan, telah dibentuk unit khusus untuk 
menangani permasalahan teknis pengguna jasa, serta telah digunakannya 
teknologi informasi berbasis pangkalan data untuk keperluan pertukaran dan 
pengolahan data pada setiap tahapan impor. Meskipun demikian masih terdapat 
beberapa hambatan yang ditemui dalam implementasi prosedur impor dilapangan. 
Hambatan-hambatan tersebut beberapa diantaranya terkait dengan jangka waktu 
pelayanan, proses pemeriksaan fisik, proses pemeriksaan dokumen, dan proses 
pengeluaran barang impor dari gudang. 
  
 Dari hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan ditarik 
kesimpulan bahwa meskipun tatalaksana impor yang berlaku telah mengalami 
berbagai penyempurnaan akan tetapi penerapan di lapangan masih menemui 
beberapa hambatan. Hambatan yang masih terjadi terutama berkaitan dengan 
jangka waktu pelayanan atas PIB yang melalui Jalur Merah yaitu pada proses 
pemeriksaan fisik dan proses pemeriksaan dokumen. Selain itu, sistem pertukaran 
data elektronik yang telah berjalan masih belum menggabungkan semua entitas 
yang terkait dengan proses importasi barang dalam komunitas jaringan pertukaran 
data elektronik (PDE) sehingga pertukaran informasi berkaitan dengan 
penanganan dokumen pabean dan pengeluaran barang menjadi belum optimal. 
Untuk itu maka saran yang diberikan adalah mendesak integrasi Sistem National 
Single Window (NSW) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Impor mengingat 
dengan Sistem NSW maka semua entitas yang terkait dengan lalulintas ekspor dan 
impor khususnya dengan penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran 
barang dapat saling bertukar informasi sehingga akan meminimalisasi waktu dan 
biaya yang timbul dalam penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran 
barang, penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan impor, perlunya peningkatan 
kemampuan dan pengetahuan dari pejabat/petugas yang terkait dengan proses 
pelayanan impor, perlunya pertemuan rutin dengan pengguna jasa di wilayah 
pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta untuk menjalin 
komunikasi antara pihak pabean dengan pengguna jasa, serta melakukan rekayasa 
ulang terhadap proses pelayanan kepabeanan yang berorientasi kepada proses 
sehingga dapat tercapai peningkatan signifikan dalam waktu yang diperlukan 
untuk pengeluaran barang impor tanpa mengorbankan fungsi pengawasan 
penerimaan negara itu sendiri. 
  
Kata Kunci : Evaluasi, Pabean, Prosedur Impor, Rekayasa Ulang. 
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 Results of the study conducted by Japan International Cooperation 
Agency (JICA) in 2004 in a study related to the Trade and Related System and 
Procedure in Indonesia, mentioned that the business involved with international 
trade need the customs administration that give a "prime services" (excellent 
service with swift, transparent, and immediate response) and give services that 
fast and reasonable (faster, cheaper, and better). Directorate General of Customs 
and Excise (DGCE) as one of the government relating directly with the 
international trade are required to be constantly updating themselves (self-
reinventing) in accordance with the aspirations of the community and the 
development of sophisticated technology of finance and public administration 
 
 Furthermore, in adopting international standards in terms of 
simplification of customs procedures related to customs modernization and reform 
can be done using the approach of re-engineering concept. The concept originated 
from Hammer and Champy is simply translated as a fundamental rethinking and 
the radical redesign of a business processes to achieve dramatic improvements in 
critical, contemporary measure of performance. The approach used in the concept 
of re-engineering is a process that focused on efforts to optimize and remove 
activities that do not have any added value. So, the re-engineering approach can 
be used to make policy simplification of customs procedures performed in a 
country's efforts to reform and modernize their customs. 
 
 Soekarno Hatta Customs Service Office region that have area of 
supervision includes the Soekarno Hatta airport also have a responsibility to 
provide appropriate trade facilitation policies issued by the DGCE. In practice, of 
course, there is still found difficulties concerning the implementation of systems 
and procedures, particularly in the field of import. The existence of procedures 
that are considered inefficient and cause inconvenience to the market forces, of 
course, must be re-evaluated and reviewed to expedite the process of importation. 
Based on this reasoning, then researchers interested in evaluating the 
implementation of the import procedures in Soekarno Hatta Customs Service 
Office. 
 
 Based on the results of the evaluation conducted on the implementation 
of import procedures on Soekarno Hatta Customs Service Office show that the 
implementation of import process has several characteristics of the process that 
has been re-engineering namely the existence of some process that has been 
merged into one, stages of the import have been performed where it makes the  
most sense, decision-making is done at each phase import, the import process has 
multiple versions, check and control may have been reduced for the speed of 
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service, the reconciliation was minimized and done automatically by the import 
application system, establishing special unit to provide a single point of contact, 
and the use of information technology with shared database for the purpose of 
exchange and processing the information in each phase of import. However there 
are still some obstacles found in the implementation of the import procedure. 
Some of them were related to the period of service, the process of physical 
examination, the process of document examination, and the process of releasing 
goods from the temporary storage. 
 
 As the results of research conducted, a conclusion is drawn that although 
the applicable import procedure have experienced various improvement but still 
encountered some obstacles of implementation in the field. Obstacles that still 
occur especially in relation to the time period of customs declaration on the Red 
Channel through the process on the physical examination and document 
examination. In addition, current electronic data exchange system still has not 
integrating all entities associated with the process of goods importation within 
electronic data interchange (EDI) network community so that the exchange of 
information related to the handling of customs documents and the releasing of the 
goods not be optimal. To the suggestion that it is urgent given to the integration of 
National Single Window (NSW) with the current imports application system to 
take an advantages of NSW system where all entities associated with the import 
and export activities especially with the handling of customs documents and 
releasing goods can exchange information so that it will minimize time and costs 
incurred, improvement of the import applications system, the need to increase the 
skills and knowledge of the officers/officials associated with the import process, 
the need for regular meetings with the market forces in the area of supervision of 
Soekarno Hatta Customs Service Office to establish communication between the 
customs officer and the market forces, and perform re-engineering that process 
oriented of the customs procedure so that significant decrease in time required for 
import of goods can be achieved without compromising the function of 
supervision of the customs revenue itself. 
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